
..............SALINAN

l

: Surat Keputusan i.ni.muJ.ai.berl.aku pada tangga]. d:i.tetap
kan, dengan ketentuan bahwa.'segala sesuatu akan diubah
sebaga:i.manamesti.nja apabi1a dikemudi.an hari ter.njata
terdapat kekel.i.ruandal.am keputusan i.ni.

:
: Merubah Keputusan Presiden R.I. No.l.97 ~. 1961 d&n .

mengal.ihkan wewenang pengangkatan dan pemberhentian para
Pegawai Negeri Sip:i.].sepandjang mengenai. pegawai-2 go].o
ngan F/IV PGPN ].96].ke bawah dal.am l.:i.ngkunganLembaga 1].
mu Pengetahuan Indonesi.a (L.I.P.I.) kepada Ketua Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

: ~. Pasal 4 ajat (].)Undang-undang Dasar 1945';-
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/].967 ;
3. Undang-undang No.2~ tahun ~952

(Lembaran Negara tahun ~95'2No.78) J
4. Keputusan Presiden No .l.97tahun 1967 J

: a. bahwa sesuai. denga.n!'Keputusan Presi.den R.I. No.].97
tahun ~967, wewenang mengangkat dan memberhent1.k&n
Pegawa.i.Negeri. Si.pi].sepandjang mengenai. pegawai-2
golongan F/IV PGPN ].96].kebawah dalam ].~
Lembaga-2 Pemerintah non-Departemental. sebagaimana
terse but pada Bag:i.an 3 dari Anggaran Be].andja, di
serahkan kepada Sekretaris Kabinet ;

b. bahwa untuk kela.ntjaran Adm:i.ni.strasiKepegawaian
dirasa perlu untuk.menjerahkan wewenang tersebut
untuk para Pegawai Negeri Si.pi].dida1am 1ingkungan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (L.I.P.I.) kepa
da Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
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Ditetapkan di. : D j a k art a.
Pada tangga1 J 6 Mar e t ~968

PETIKAN: Keputusan ini. diaampaikan kepada jang beraangkutan
untuk diketahui dan diindabkan seper1unja.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

~. Para Menteri.
2. Sekretaria Negara..
3. KepaJ.a Kantor Urusan Pegawai.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan.
5. K.U.P. Bagian Tata Uaaha Kepegawaian di Jokja

karta.
6. K.U.P. Bagian Penaiun dan Tundjangan di. Bandung.
7. Kantor Puaat Pembajaran PenRi.un di. Bandung.-
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